
SALINAI{

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 42 Ta}a:ur: 2023 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2023, telah

ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

Anggaran 2423;

b. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf a

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

bahwa belanja tidak terduga digunakan untuk
menganggarkan pengeliraran untuk keadaan darurat

termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan

pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya;
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c. bahwa berdasarkan Bab II huruf D angka 4 huruf k

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2A tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan

bahwa tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk

mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada

belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi;

d. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1" huruf i
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 77 Tahun 2A2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum

perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran

ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika

pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

e. bahwa dalam rangka pembayaran kewajiban kepada

pihak ketiga atas pekerjaan yang belum dibayarkan pada

Tahun Anggaran 2022, perlu pergeseran arlggararl

belanja tidak terduga dari anggaran belanja Badan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

kepada anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara;

f. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik

penanggulangan bencana bagi masyarakat terdampak

bencana di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, perlu

dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga

dari anggaran belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara kepada anggaran belanja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera

Utara;
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g. bahwa dalam rangka pengendalian inflasi dalam bentuk

penyediaan sarana bus mudik gratis pada peraya€Ln Natal

Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024, perlu dilakukan

pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari anggaran

belanja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi

Sumatera Utara kepada anggaran belanja Dinas

Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;

h. batrwa berdasarkan usulan dari beberapa Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub

kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja,

antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, uraian

rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama,

termasuk keperluan mendesak, pada anggararl belanja

Perangkat Daerah di lingkungarl Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara, serta pergeseran antar objek

pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara sesuai PMK Nomor 91 Tahun

2023 tentang Pengelolaan Dana Bagt Hasil Perkebunan

Sawit, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu diubah;

i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf

e, huruf I huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tah:ut

2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2O23;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286l,



-4-

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOO\

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan Lembararl

Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2422 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
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g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A23 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 686a\

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2AIA tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun }OLA Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6lah

l-2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AL7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraarl

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun Zlfi Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa\;

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2A17 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL7 Nomor 1O6, Tambahan

Lembaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6057)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan

Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6E471;
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Ttrgas dan Wewena:rg Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 662a1;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Taxrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2A23 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2422

tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 9721;

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2A22 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A22 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perrrbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2423

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Nomor 6);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR

42 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2A23.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 42 Takr:utr. 2A23 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sumatera

Utara Tahun Anggaran 2A23 @erita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 43), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2423

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 42 Tahun 2A23 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2A23 {Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2A23 Nomor a7l diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaks rd dalam pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merr-,pakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur in i terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD

Yang Diklasifikasi l.;lenurut Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Beianja, dan Pembiay.ran;

2. Lampiran II Penjabaran Perubah rn APBD Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan Sub Kegiata-n,

Kelompok, Jenis, Ot jek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Aiamat Penerima,

dan Besaran Hibah;
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4. Lampiran IV Daftar Nama Penerimir, Alamat Penerima,

dan Besaran Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Daftar Nama Penerim,r, Alamat Penerima,

dan Besaran Bantuan Keuangan;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerim,r, Alamat Penerima,

dan Besaran Bagi Has I Pajak Daerah;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonorrri Khusus Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Ot jek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja (: an Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak

Bumi dan Pe: tamtrangan Gas

Alam/Tambahan DBr"{-Minyak dan Gas

Bumi Menurut Urt rsan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelor:rpok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pend;ipatan, Belanja dan

Pembiayaan;

9 , Lampiran IX Rincian Dana Tam bahan Infrastuktur

Menurut Urusan Penerintahan Daerah,

Organisasi, Prograr,r, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Ienis, Objek,Rincian

Objek Pendapatar:, Belanja dan

Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebi.;akan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/liota pada Daerah

Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang AI'BD danRancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD dengan Program

Prioritas Perbatasan liegara.
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Pasai II

Peraturan Gubernur ini mulai berl,rku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyt, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubern:r ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 11 Desembet 2O23

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 11 Desember 2A23

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002
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